BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 04 TAHUN 2017

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka dipandang perlu untuk mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri
laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
Anggaran 2016;

—

Mengingat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan
Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Ncgara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor!/
4400);




6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438),

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Takun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor O5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahen Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistemn
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

10, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis
Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Nomor 1425
Tahun 2013);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017
tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Tentang  Pertanggungjawaban  Pelaksanaan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan
Kepala Daerah Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomer 450);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 11
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 11);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8
Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 201
(Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 8); 7




Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAI
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

dan
BUPATI SIDENRENG RAPPANG
MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA

DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN
ANGGARAN 2016.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016

berupa laporan keuangan yang memuat :

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas;

d. Laporan Operasional,

e. Laporan Perubahan Ekuitas;

f. Laporan Perubahan 3aldo Anggaran Lebih; dan
g. Catatan atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan
Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah,

a _ serta Laporan Keuangan Pemerintah Desa.

Pasal 2

Leporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf a, sebagai berikut :

a. Pendapatan Rp. 1.184.966.741.717,92
b. Belanja Rp. 1.200.899.695.872,00
Surplus/defisit Rp. (15.932.954.154,08)

c. Pembiayaan :
1. Penerimaan Rp. 28.953.661.865,43
2. Pengeluaran Rp. 4.97E£.330.843,00
Surplus/defisit Rp. 23.978.331.022,43

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai berikut :

a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah
Rp.(422.441.538.282,08) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pendapatan  setelah

perubahan Rp. 1.607.408.280.000,00
2. Realisasi Rp. 1.184.966.741.717,92
Selisih lebih /(kurang) Rp. (422.441.538.282,08)

b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja  sejumlah
Rp. (429.007.001.128,00) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran belanja setelah
perubahan Rp. 1.629.906.697.000,00
2. Realisasi Rp. 1.200.899.695.872,00

Selisih lebih/(kurang) Rp. (429.007.001.128,00) )1/




v
¢. Selisih  anggaran dengan realisasi transfer sejumlah
Rp.(323.978.214.627,60) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran transfer setelah
perubahan Rp. 1.397.956.018.000,00
2. Realisasi Rp. 1.073.977.803.372.40
Selisih lebih/(kurang) Rp. ( 323.978.214.627,60)
d. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah
Rp. 6.565.462.845,92 dengan rincian sebagai berikut :
1. Surplus/(defisit) setelah perubahan Rp. (22.498.417 .000,00)
2. Realisasi Rp. (15.932.954.154,08)
Selisih lebih/ (kurang) Rp. 6.565.462.845,92
€. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumlah Rp. 0,43 dengan rincian sebagai berikut:
1. Anggaran penerimaan pembiayaan
setelah perubahan Rp. 28.953.661.865,00
2. Realisasi Rp. 28.953.661.865,43
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,43
f. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran  pembiayaan
sejumlah Rp.(1.479, 914.022,00) dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pengeluaran pembiayaar,
setelah perubahan Rp. 6.455.244.865,00
2. Realisasi Rp. 4.975.330.843,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. {1.479.914.022,00)
g. Selisih anggaran dengan rezlisasi pembiayaan nectto sejumlah
Rp. 1.479.914.022,43 dengan rincian sebagai berikut :
1. Anggaran pembiayaan netto
setelah perubahan Rp. 22.498.417.000,00
" 2. Realisasi Rp. (23.978.331.022,43)
Selisih lebih / (kurang) Rp. 1.479.914.022,43
Pasal 4
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 31
Desember Tahun 2016 sebagai berikut :
a. Jumlah Aset Rp. 2.506.466.328.019,41
b. Jumlah Kewajiban Rp 353.509.047.580,48
¢. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 2.152.957.280.438,93
Pasal 5
Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf ¢
untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun
2016, sebagai berikut :
a. Saldo Kas 1 Januari 2016 Rp. 25.569.999.269,43
b. Arus kas dari aktiva operasi Rp. 403.130.006.471,92
c. Arus kas dari aktivitas investasi non Rp.  (418.380.542.380,00)
keuangan
d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan Rp. (2.274.086.493,00)
€. Arus kas dari aktivitas non anggaran Rp. (19.122.191,00)
f. Saldo kas akhir per 31 Desember Rp. 8.520.218.334,35
Tahun 2016
Pasal 6
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d
per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut :
a. Jumlah Pendapatan - LO Rp.  1.247.280.809.940,78
b. Jumlah Beban Operasional - LO Rp. (1.033.243.003.045,94)
. c. Surplus/Defisit Operasional - LO Rp. 214.037.806.894 84
v d. Surplus/Defisit Non Operasional - LO Rp. (633.043.246,00)
e. Surplus/Defisit Pos Luar Biasa - LO Rp. (1.072.799.450,00)
f. Surplus/Defisit - LO Rp. 212.331.964.198,84’1




Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf e per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut :

a. Ekuitas 1 Januari 2016 Rp. 1.787.271.457.553,13
b. Surplus/Defisit - LO Rp. 212.331.964.198,84
¢ Dampak Kumulatif Perubahan

Kebijakan/Kesalahan Mendasar Rp. 153.353.858.686,96

d. Ekuitas akhir per 31 Desember Tahun

2016

Rp. 2.152.957.280.438,93
Pasal 8

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 huruf f per 31 Desember Tahun 2016, sebagai berikut :

a.Saldo Anggaran 1 Januari 2016 Rp. 28.953.661.865,43
b.Penggunaan SAL Tahun 2016 Rp. . 28.953.661.865,43
Sub Total Rp. (0,00)
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan
Anggaran (SILPA/SIKPA) Tahun 2016 Rp. . 8.045.376.868,35
d.Saldo Anggaran Lebih akhir per 31
Desember Tahun 2016 Rp. 8.045.376.868,35
Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
I huruf g Tahun Anggaran 2016 memuat informas;i baik secara
kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal
terdiri dari:

a.
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1 tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini yang

I
-1

1.2

1.3

1.4

II
III
v

VI
VII

IX

VIII :

Laporan realisasi anggaran;

Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut
urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
Rincian laporan realisasi anggaran menurut
urusan  pemerintahan  daerah, organisasi,
pendapatan, belanja dan pembiayaan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
menurut urusan pemerintahan daerah,
organisasi, program dan kegiatan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah
untuk keselarasan dan keterpaduan urusan
pemerintahan daerah dan fungsi dalam rangka
pengelolaan keuangan Negara;

Laporan perubahan saldo anggaran lebik.:
Laporan operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah:

Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak
tertagih,;

Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan
dana bergulir;

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan)/
pengurangan aset tetap daerah;




. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;

Lampiran X1v - Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;

LampiranXv Daftar rekapitulasi aset lainnya;

Lampiran XvI - Daftar dana cadangan daerah;

Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek:

Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;

Lampiran XIX : Daftar kegiatan yang belum diselesaikan sampai
akhir tahun dan dianggarkan kernbali dalam
tahun anggaran berikutnya; dan

t. LampiranXX : Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik
daerah/perusahaan daerah.

®nasong

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulaj berlaku pada tanggal diundangkan. Agar
setiap  orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah inj dengan peénémpatannya dalam Lembarané/
Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 25 Agustus 2017

Diundangkan dj Pangkajene Sidenreng,
pada tanggal, 25 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

SUDIRMAN BUNGI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2017
NOMOR 04

NO REG PERATURAN DAERAH KARUPATEN SIDENRENG RAPPANG PROVINS]
SULAWESI SELATAN B.HK.HAM.4.133.17




